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ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Sungai
Kalianyar Dan Pemanfaatannya di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng
Kabupaten Lamongan adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan untuk
menjawab permasalahan bagaimana deskripsi tentang praktek proses sewa sungai
kalianyar dan bagaimana cara pemanfaatan sungai kalianyar di Desa Sungelebak
Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan serta bagaimana Tinjauan Hukum
Islam tentang praktek sewa sungai kalianyar dan cara pemanfaatan sungai tersebut.
Penggalian data dilakukan dengan tehnik wawancara dan studi dokumen.

Data-data yang terkumpul dianalisis dan disusun secara sistematis dengan
menggunakan metode deskriptif analitis dan kesimpulan diperoleh menggunakan pola
pikir Induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sewa sungai kalianyar yang dilakukan
oleh pemerintah Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan
dilatar belakangi anggaran Desa yang kurang mencukupi untuk mempercepat
pembangunan serta untuk operasional Desa. Cara yang digunakan pemerintah Desa
Sungelebak untuk menentukan yang berhak menyewa dilakukan dengan jalan lelang
yang terbuka untuk umum. Dalam pelaksanaanya, penyewa memanfaatkan sungai
kalianyar tersebut dengan jalan menebar ikan dan memeliharanya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa
tindakan pemerintah Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten
Lamongan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, sedangkan cara
pemanfaatan sungai kalianyar yang dilakukan oleh penyewa dengan jalan menebar
benih ikan dan memeliharanya menurut Hukum Islam juga tidaklah bertentangan.

Seiring dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada pemerintah Desa
Sungelebak dan masyarakat agar lebih meningkatkan kerjasama untuk dapat
mempercepat pembangunan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, serta bagi
pemerintah Desa Sungelebak membuat terobosan tentang cara-cara pemanfaatan
sungai kalianyar yang lebih variatif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh
masyarakat banyak.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti apa yang kita ketahui bersama selama ini, bahwasannya sebagian
besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam.
Alam semesta merupakan suatu karunia yang diberikan oleh Allah SWT untuk
kesejahteraan umat manusia sebagaimana yang Kita cita-citakan bersama. Dengan
demikian, Tanah dan Air merupakan suatu kebutuhan yang sangat pokok bagi
kelangsungan hidup umat manusia. Selain sebagai sumber kehidupan, tanah dan
air merupakan sumber kehidupan yang harus kita lestarikan bersama dengan

sebaik-baiknya.*

Allah SWT. merupakan pencipta dan pemilik seluruh alam, sedangkan
harta yang ada pada manusia merupakan titipan dari-Nya. Bumi yang meliputi
segala sesuatu yang ada di dalam, di luar, ataupun di sekitarnya merupakan
sumber-sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti pasir,

tanah pertanian, sungai dan lain sebagainya. Pemanfaatan sumber daya alam

! Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, h. 29



tersebut dapat diberdayakan melalui kegiatan pertanian, peternakan, industri,

perdagangan sarana transportasi, maupun pertambangan.’

Tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat sangatlah beragam,
manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah bisa melepaskan hubungannya
dengan sesama manusia, mereka saling membutuhkan antara yang satu dengan
yang lainnya baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun kebutuhan yang
bersifat rohani, dalam hal ini manusia akan selalu berinteraksi dengan lingkungan

masyarakat yang ada disekitar kehidupannya.

Oleh karena beragamnya pola tingkah laku manusia dalam upaya untuk
memenuhi kebutuhannya, maka perlu adanya aturan-aturan yang mengikat agar
manusia dapat memenuhi kebutuhannya, tidak sampai keluar dari nilai-nilai
ajaran Islam yang telah ditetapkan. Sehingga manusia yang satu dengan yang
lainnya akan senantiasa terjalin secara harmonis dalam suatu lingkungan

masyarakat.

Islam dalam upaya menjaga sikap dan perilaku antara umatnya telah
menetapkan beberapa aturan atau undang-undang yang dalam istilah populer
bahasa Indonesia disebut dengan istilah Figh dan Syar>i’ah.® Para ahli hukum
Islam mendefinisikan bahwa Figh merupakan ilmu pengetahuan tentang segala

hukum-hukum syara’ yang bersifat ‘amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil

2 1bid, h. 30
% Ibn al-Subkiy, Jama’u al-Jawami, h. 42



yang terperinci. Sedangkan Syari>’ah merupakan seperangkat aturan dasar
tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan ditentukan

langsung oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.*

Lebih lanjut para Ulama’ Us}ul Figh menegaskan bahwa hukum Syara’
adalah ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang mengatur segala tingkah laku
manusia yang telah terbebani hukum. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa
penggunaan istilah hukum Islam merupakan gabungan dari Syari’ah dan Figh
yang dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah
dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang dilalui berlaku dan

mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum.”

Hukum Islam yang terkait dalam hal cara pengambilan hukumnya
terhadap suatu persoalan yang terjadi dalam masyarakat, dapat dikatakan
memiliki tiga aspek penting yaitu, pertama, pengambilan hukum dari Nas}-nas}
secara tekstual yang dilakukan apabila kedudukan hukumnya dari suatu masalah
tertentu terdapat dalam Nas}, kedua, pengambilan hukum dari pemahaman
(Ma’qul) Nas} -nya. Ini dilakukan apabila dalam hukum yang akan dijadikan
acuannya terdapat ‘lllat (halangan) atau dapat diambil istinbat} hukumnya dan
terkandung kesesuaian peristiwa yang mencakup ‘lllat-nya, sedangkan nas} tidak

mencantumkannya. Dalam hal ini dilakukan dengan mencari kesejajarannya

* Muhammad Ali al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, h. 10
® M. Hasby ash-Shiddigiy, Falsafah Hukum Islam. Cet. V, h. 44



(meng-giyaskan). Ketiga, peristiwa-peristiwa yang akan dicarikan hukumnya,

yang tidak terdapat sama sekali dalam nas}.®

Kedatangan Nabi Muhammad dan Agama Islam yang diajarkannya,
adalah untuk mengajak ummat manusia agar beriman dan menyembah kepada
Allah SWT, sesuai dengan fitrah manusia yang semula sebagai makhluk yang
beragama dan monoteis. Rasulullah SAW juga mengajak umat manusia agar

melakukan amar makruf dan nahi munkar.

Karena Islam merupakan agama rahmatan lil‘alamin, agama yang akan
selalu berhubungan dengan ruang dan waktu, maka Islam akan senantiasa
dihadapkan oleh situasi masyarakat yang semakin lama memiliki bentuk
kebiasaan-kebiasaan baru dengan berbagai persoalan yang semakin kompleks,
yang terkadang masih belum diketahui apakah kebiasaan-kebiasaan tersebut

menciptakan kemunkaran atau tidak.

Sikap Islam sendiri terhadap perilaku manusia dan juga terhadap adat
kebiasaan yang telah berakar dalam masyarakat sangatlah bijaksana, artinya tidak
semua adat kebiasaan suatu masyarakat disapu bersih sampai ke-akar-akarnya.
Demikian pula tidak semua adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat

lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam.

® Asy’ari, et al, Pengantar Studi Islam, h. 202



Islam akan meneliti terlebih dahulu apakah adat kebiasaan suatu
masyarakat tersebut tidak keluat dari nilai-nilai Islam dan membawa maslahah
bagi seluruh masyarakat ataukah sebaliknya malah menciptakan ke-mad}arat-an
bagi masyarakat, sehingga semua tradisi adat kebiasaan yang mengandung unsur
dan nilai yang positif menurut akal sehat akan dibiarkan bahkan dikembangkan
olen Islam. Sedangkan tradisi yang mengandung unsur negatif, karena
bertentangan dengan ajaran tauhid, atau karena merendahkan harkat manusia atau
karena perbuatan munkar, tidak dibenarkan oleh Islam dan diusahakan untuk

dilenyapkan dari muka bumi ini dengan cara yang bijaksana.

Jelaslah bahwa tradisi yang mengandung nilai positif dapat diterima oleh
Islam, dan tradisi yang mengandung nilai negatif tidak dapat ditolerir oleh Islam.
Sesuai dengan kaidah fighiyah yang berbunyi” adat itu merupkan tata kehidupan
yang dapat dijadikan pegangan hukum namun harus disertai dengan catatan/syarat
yaitu selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum al-Qur’an dan

Hadis\.2

Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa realitas sekarang ini semakin
banyak tradisi dan yang lahir dalam suatu masyarakat, sehingga melahirkan
persoalan-persoalan baru yang semakin kompleks dan menciptakan persepsi-

persepsi baru untuk mencari kebenaran dalam ketetapan hukumya yang terjadi

" Masjfuk Zuhdi, Study Islam Muamalah, jilid 111, h. 10-11
® Ibid, h.13



dalam masyarakat tersebut yang memang tidak terdapat dalam nas} al-Qur’an dan

Hadis\.

Kepentingan lahan telah membawa konsekuensi untuk menggarap dan
memanfaatkannya. Kewajiban untuk memanfaatkannya merupakan prinsip yang
tidak bisa dipisahkan dari pemilik lahan, oleh karena itu jika pemilik lahan tidak
sanggup menggarapnya, syari’at Islam memperbolehkan ia mempergunakan
tenaga kerja dengan memberikan imbalan kepadanya dengan upah dan dia pun

boleh menyewakan lahannya kepada orang lain.

Dalam lalu lintas kegiatan bermasyarakat transaksi sewa-menyewa lahan
merupakan satu perbuatan peralihan hak atas lahan yang sering dilakukan orang,
karena lahan merupakan kebutuhan yang sangat pokok yang dijadikan sebagai
tumpuan untuk berpijak dan berdiam serta segala aktifitas sehari-hari. Akan tetapi
dalam prakteknya di tengah-tengah masyarakat sewa-menyewa seringkali
menimbulkan permasalahan dan pertikaian, hal ini terjadi karena dalam
pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku, sehingga menimbulkan kerugian dan tidak rela di salah satu pihak.

Seperti halnya praktek sewa-menyewa yang terjadi di Desa Sungelebak
Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, dimana yang menjadi obyek
dari traksaksi sewa-menyewa adalah sungai kalianyar yang merupakan daerah

aliran air yang digunakan untuk mengairi lahan persawahan. Kebijakan



menyewakan sungai kalianyar tersebut dilakukan oleh pemerintah Desa setempat
yang merupakan penanggung jawab dari pengelolaan lahan sungai kalianyar
tersebut. kebijakan ini dilakukan dalam rangka usaha untuk memenuhi dan

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Sungelebak.

Dalam pelaksanaannya, penyewa memanfaatkan sungai kalianyar tersebut
untuk memelihara ikan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, di lain
hal banyak masyarakat umum yang membutuhkan sungai kalianyar untuk

mengairi lahannya.

Agama telah memberikan peraturan sebaik-baiknya, karena dengan
teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia juga dapat terjamin dengan
sebaik-baiknya, sehingga tidak ada hak antar sesama yang menjadi korban.
Dengan adanya aturan hukum Islam tentang sewa-menyewa dalam al-Qur’an
ditambah dengan penjelasan-penjelasan dalam sunnah Rasul dan hukum positif.
Maka seluruh aspek sewa-menyewa ada aturan hukumnya, dengan demikian
setiap orang dalam melakukan sewa-menyewa berkewajiban mentaati seluruh

aturan hukum yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, bahwa orang yang melakukan
praktek sewa-menyewa lahan sungai kalianyar di Desa Sungelebak adalah
mayoritas Islam, namun dalam prakteknya masih banyak diantara mereka yang

menyimpang dari aturan-aturan hukum, baik dari segi akadnya, penggunaan atau



pemanfaatan lahan, baik bagi yang menyewakan maupun bagi penyewa, dan hal-

hal lain.

Dalam Islam, sungai merupakan fasilitas umum yang merupakan milik
publik sehingga fasilitas umum tersebut menjadi milik bersama. Individu-individu
dibolehkan megambil manfaat dari fasilitas tersebut namun terlarang untuk

dimiliki secara pribadi.’

Dengan demikian, penyewaan sungai kalianyar di Desa Sungelebak
Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang sudah merupakan sebuah
tradisi yang perlu ditinjau ulang, sebab sungai merupakan fasilitas umum yang

bisa dimanfaatkan oleh siapapun.

Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas
hukum Islam yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam aktivitas-
aktivitasnya dalam pemanfaatan sungai. Oleh karena itu kiranya perlu

mengadakan penelitian yang lebih jauh lagi.

. Rumusan masalah

® Tagiyudin an-Nabhani, Membangun sistem ekonomi alternatif, penerjemah Moh. Maghfur
Wahid h. 238.



Oleh karena begitu kompleksnya permasalahan dalam penelitian ini, maka
perlu dirumuskan secara jelas, dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Bagaimana proses sewa sungai Kalianyar di Desa Sungelebak Kecamatan

Karanggeneng Kabupaten Lamongan?

2. Bagaimana pemanfaatan sungai Kalianyar tersebut oleh penyewa di Desa

Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa sungai Kalianyar dan
pemanfaatannya di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten

Lamongan?

. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang
sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas
bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau

duplikasi dari kajian/penelitian tersebut.’

10 Abd. Salam, Petunjuk Penulisan Skripsi, h. 7
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Permasalahan sewa sungai dan pemanfaatannya ini belum secara spesifik
dibahas dalam penelitian. Penulis belum menemukan pembahasan mengenai
permasalahan sewa sungai dan pemanfaatannya baik dalam bentuk artikel

maupun peneltian-penelitian sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum bagaimana proses sewa sungai
kalianyar di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten

Lamongan.

2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan sungai kalianyar tersebut oleh
penyewa di  Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten

Lamongan.

3. Untuk mengetahui status dari tradisi tersebut jika ditinjau dari hukum Islam.

E. Kegunaan Hasil penelitian



11

Secara obyektif, pembahasan dalam penelitian ini akan bermanfaat bagi
penulis, pembaca, dan khalayak umum. Diantara manfaat yang dapat diperoleh

antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

1. Memberikan wawasan yang luas dan menambah khazanah keilmuan kepada

pembaca.

2. Untuk menguji kemampuan penulis dalam penerapan ilmu yang diperoleh

selama di bangku kuliah.

b. Kegunaan Praktis

1. Dapat dijadikan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian
lebih dalam tentang relevansi konsep hukum Islam dengan tradisi yang

terjadi dalam masyarakat.

2. Dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam program
pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama, khususnya yang berkaitan

dengan penyuluhan hukum.

F. Definisi Operasional
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Pada bagian ini akan disampaikan secara detail srti kata per kata yang

utama dan penjelasan (definisi operasional) dari judul yang diberikan.

Hukum Islam . Peraturan atau ketentuan yang dapat dijadikan pedoman
bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini menggunakan

pedoman al-Qur’an dan Hadis\ serta pendapat Fuqoha’. **

Sewa-menyewa : Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan

penggantian.*?

Sungai . Bagian permukaan bumi yang karena sifatnya menjadi

tempat air yang mengalir.*®

. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam
pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang
dihadapi. Ini adalah rencana pemecahan bagi persoalan yang sedang diteliti.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang

akan menghasilkan data deskriptif, adapun metodologi penelitian kualitatif adalah

1 As-Shiddigiy, Filsafat Hukum, h. 27
12 sayyid Sabiqg, Figh Sunnah, 13, h. 360.
13 Kukuh S. Dewobroto, et al, Kamus Konservasi Sumber Daya Alam, h. 110
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prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.**

Adapun rangkaian kegiatan yang penulis gunakan dalam metodologi

penelitian ini adalah.
1. Data yang dikumpulkan

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang terkait

dengan proses sewa sungai kalianyar dan pemanfaatannya.
a. Latar belakang terjadinya sewa

- Kondisi sosial ekonomi

- Kondisi sosial pendidikan

- Kondisi sosial agama

b. Data tentang proses akad sewa

- Subyek sewa-menyewa, dalam hal ini penyewa dan orang yang

menyewakan.
- Obyek sewa-menyewa, menyangkut lahan dan imbalan

- Proses negosiasi

¥ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.13
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- Transaksi dan pembayaran

- Pemanfaatan obyek sewa

. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali sumbernya baik primer

maupun skunder.

a. Sumber primer, yaitu sumber utama yang diperoleh dari penelitian di

lapangan. Diantaranya,

- Pemerintahan Desa.

- Masyarakat yang pernah melakukan dan terlibat dalam akad sewa.

- Tokoh masyarakat yang mengetahui praktek sewa tersebut.

b. Sumber skunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung
atau sudah merupakan hasil pemikiran atau penelitian orang lain yang

bersumber pada dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah.

. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait yaitu,

pemerintah Desa Sungelebak, Penyewa serta masyarakat yang terlibat.

a. Responden
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- Bapak Maftuh Histanto selaku Kepala Desa Sungelebak
- Bapak Suyoto selaku pihak penyewa
- Bapak Khoirul selaku Panitia Lelang

b. Informan

- Bapak Munthaha Sholeh selaku tokoh masyarakat Desa

Sungelebak
4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang kongkrit, peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara (interview), yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung secra lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka,
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan.’> Dalam hal ini wawancara langsung dengan pejabat
pemerintahan Desa, masyarakat yang terlibat dalam transaksi sewa, serta
tokoh masyarakat yang mengetahui permasalahan tersebut.

b. Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan
jalan mengkaji beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan judul

penelitian.

15 Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian, h. 83
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5. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan terhadap proses sewa
sungai kalianyar dan pemanfaatannya di Desa Sungelebak Kecamatan
Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Metode analisis yang dipakai dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu Metode yang diawali
dengan menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan mengenai proses
sewa sungai kalianyar dan pemanfaatannya, kemudian diteliti dan dianalisis,
sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-

permasalahan mengenai proses sewa sungai kalianyar dan pemanfaatannya.

Adapun pola pikir menggunakan logika Induktif, yaitu penyimpulan
yang bertitik tolak dari faktor-faktor yang terjadi di lapangan mengenai
prosedur sewa-menyewa, akad, serta cara pemanfaatan, untuk ditarik

kesimpulan umum dalam kaitannya dengan hukum Islam.*

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan menghasilkan pembahasan yang sistematis,

maka perlu untuk menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

%8 1bid, h. 85



BAB | :

BAB Il :

BAB Il :

BAB IV :
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Pada bab ini, memuat rangkaian dari logika penulisan ilmiah
yang ada dalam kaidah-kaidah penulisan yang tergabung dalam
pendahuluan, materi pendahuluan merupakan keterkaitan
antara yang satu dengan lainnya yang saling berhubungan,
bagaimana upaya yang dilakukan untuk memahami isi dan
kerangka. Diantaranya penulis cantumkan dalam bab pertama
ini adalah Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Kajian
Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaaan Hasil Penelitian, Definisi

Operasional, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan study ini
yaitu mengenai pengertian sewa-menyewa, dasar hukum sewa,
syarat dan rukun sewa, kewajiban pemilik dan penyewa, serta

hal lain yang harus diperhatikan dalam sewa-menyewa.

Bab ini merupakan pembahasan penelitian tentang proses sewa
sungai kalianyar dan pemanfaatannya. Dalam bab ini memuat
tentang gambaran umum Desa Sungelebak, struktur
pemerintahan Desa, tentang latar belakang proses terjadinya

proses sewa sungai kalianyar dan pemanfaatannya.

Kemudian selanjutnya tentang penyajian dan analisis data

terhadap proses sewa sungai kalianyar dan pemanfaatannya di



BAB V :
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Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten

Lamongan ditinjau berdasarkan Hukum Islam.

Adalah penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan
bentuk sederhana dari uraian panjang pembahasan sebelumnya.
Serta saran-saran yang merupakan bentuk rekomendasi penulis

yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.



BAB 11

SEWA MENYEWA DALAM ISLAM

A. Pengertian Sewa Menyewa

Allah SWT. menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Mereka tidak
bisa hidup sendiri, tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Tidak ada manusia
yang dapat menguasai seluruh apa yang di inginkannya, dia masih memerlukan
apa yang menjadi kebutuhan orang lain.

Sewa menyewa merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan
manusia di dunia ini. Oleh karena itu Islam telah memberikan pedoman dasar
untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap masalah tersebut.

Dalam membahas masalah sewa menyewa, di kitab-kitab figih, di

bahas dalam bab ija>rah atau kitab ija>rah.

Secara etimologi kata & Y berasal dari kata ).A‘y\ yang berarti

=321l (ganti) dan <! 3 (pahala).!

Menurut pendapat Az-Zuhaili, ija>rah adalah:
A 5 o £
“Jual beli manfaat".
Dari definisi tersebut di atas, maka dapat diambil suatu pengertian

bahwa ija>rah menurut bahasa yaitu pergantian atas manfaat suatu pekerjaan.

17

' Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, J
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Sedangkan secara terminologi ija>rah menurut Ibnu Abidin adalah:
(rasxy o LS
“Memberikan kemanfaatan dengan suatu ganti pembayaran™.
Menurut pendapat Asy-Syarbini Al-Khatib yang dimaksud ija>rah

adalah :

2

205 s (ym ga dadie Sl
“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat".
Menurut pendapat Imam Taqiyuddin ija>rah adalah:
arsban | mgmy ARLUN (Jol) AL W'slae 33 lalle A2l o e
“Suatu perjanjian atas manfaat yang di ketahui yang disengaja, yang bisa

diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan ongkos yang di
ketahui™.?

Dari tiga definisi tersebut di atas, maka dapat diambil suatu pengertian
bahwa ija>rah secara terminologi adalah perjanjian atas manfaat benda

kepada orang lain dengan ganti pembayaran dan syarat-syarat tertentu.

B. Landasan Hukum Sewa Menyewa

Sewa menyewa disyariatkan oleh Islam berdasarkan di bawah ini:

a. Landasan Al-Qur’an

* Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 114-115
? Husaini, Kifa>yatul Akhya>r, Juz I, h. 309
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Surat Az- zuhru>f ayat 32 :

Ud y 5 LA 3LAY) (; aeiinia agin aud (a8 Sl AR () s “eﬂ
ﬁ&)@&)}bﬁ@&@gmﬂu&)dw@ﬁ@
O srany Las

Artinya : "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian

mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar
sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang

lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan".*

Surat Al- Baqarah ayat 233:

M;Ux;;;um\u \;&\)&\\ \juj),.q:u

Artinya : "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

Surat Ath- Thala>q ayat 6:

APWELRY PR P IR PV RS BTN RV Pxt 553 u&mj u\-“

* Depag, Al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang, h. 798
>1Ibid, h. 58
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Artinya : "kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu,
maka  berikanlah  kepada  mereka  upahnya; dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan
baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain

boleh menyusukan (anak itu) untuknya™.®

b. Landasan As- Sunnah
Hadis\ yang diriwayatkan oleh Muslim dari H{anz}alah Bin Qois

sebagai berikut:

) ) A G il s U8 (s ady) (148 1y Al 2
DAl 8 G A D0 (3 (AL s oS e A
CEEE B ALy e’ el S se JE Gihal
SR8 13 AL 15 AL 15 S g (e oI S
HL.A ;Gu WA ,i\i{g ) <lldi jaa 0 2S5 rda RYY

2 0 B

“Diriwayatkan dari H{anz}alah Bin Qois Al-Anshari : saya bertanya
kepada Ra>fi’ Bin Khodi>j r.a. tentang menyewakan tanah dengan uang
emas dan perak. Maka ia berkata : "Tidak apa-apa. Sesungguhnya pada
masa Rasulullah Saw. orang-orang bisa menyewakan tanah pada orang
yang mau menggarapnya (dengan pembibitan darinya) dengan ketentuan
bagi hasil: dari tanah subur di depan pengairan atau sebidang tertentu
adalah bagian pemilik tanah itu sendiri, sedangkan sisanya untuk
penggarap tanah. Maka, terkadang bagian orang ini (penggarap) rusak
dan bagian orang ini (pemilik tanah) subur, atau sebaliknya. Pada masa
itu, hanya dengan cara demikianlah berlaku sistem penyewaan tanah.
Oleh karena itu, Rasulullah Saw. Melarangnya. Adapun dengan jatah
tertentu yang dapat dijamin, hukumnya boleh. (HR. Muslim).”

Dan Hadis\ lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Rafi' bin

Khadij sebagaimana berikut :

% Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 946
7 Al-Mundiri, Muh}tas}ar S}ah}ih} Muslim, h. 281
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JaT RS : U i 00 @l e G pbad U1 a8 o AllYS (e
JU (U ] il e Aalillly () (5 80 S Lo )3 5 Al
gl S5 200 {00 i Uiy (00 AT G0 Ln) U
s 5 28 (355 L Gl
"Dari Handalah bin Qois Al-Anshari mendengar bahwa Rafi' bin Khadij
berkata : kami adalah ahli madinah yang paling banyak ladangnya. Kami
biasa mempersewakan tanah dengan membagikan tanah kami dengan
jumlah yang telah ditentukan. Terkadang sayuran yang menjadi
bagiannya terkena penyakit, sedangkan sebagian yang lain selamat, dan
begitu pula sebaliknya. Maka Nabi Saw. melarang praktek ini. Pada
waktu itu emas dan perak belum digunakan (sebagai alat pembayaran
sewa tanah). (Riwayat Bukhari).®
c. Ijma’ Ulama
Mengenai disyari’atkan ija>rah (sewa menyewa) semua umat
bersepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma')

ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda

pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.’

C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa
Asy Syarbini dalam kitabnya Mugni Muhta>j membagi rukun ija>rah

(sewa menyewa) dalam empat macam yaitu :

a) Opddle Orang yang menyewakan dan penyewa

b) 4xra : Lafaz}

8 Bukhari al-Ja'fi, S}ah}ih} al-Bukha>ri, Jilid III, h. 68
? Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, h. 18
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c) sl : Upah
d) dadia : Bendanya bermanfaat. '

Dan Abdul 'Aziz al-Khalidi> dalam kitabnya Hawa>syi membagi
rukun ija>rah menjadi dua macam, yaitu lja>b dan Qobu>I."
Sedangkan al Jazi>ri dalam kitabnya yang berjudul Al-Figh 'Ala

Maz|a>hib Al-Arba‘ah membagi rukun ija>rah menjadi tiga, yaitu:

a) Jsc : Orang yang menyewa dan penyewa
b) ale APYEONE Adanya benda yang diaqadkan, meliputi upah dan manfaat

C) dra : Suatu lafad} yang menunjukkan atas pemberian kemanfaatan

dengan ganti pembayaran. '

Tiga pendapat di atas pada dasarnya sama. Dan pendapat ketiga lebih
ringkas. Adapun syarat sahnya sewa menyewa menurut pendapat Sayyid
Sabiq ada enam, yaitu :

a) Kerelaan kedua pihak yang melakukan aqad

b) Mengetahui dengan sempurna manfaat yang diaqadkan, sehingga
mencegah terjadinya perselisihan

¢) Hendaknya barang yang menjadi obyek transaksi (agad) dapat

dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara’

' Syarbini, Mugni Muhta>j, Juz III, h. 439
"' Abdul 'Aziz al-Kha>lidi, Hawa>syi, Juz VII, h. 498
12 Abdurrahman al-Jaziri, al-Figh 'Ala> Maz\a>hib al-Arba‘ah, Juz III, h. 90
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Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan
(manfaatnya)

Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan

Bahwa imbalan itu harus berbentuk harta dan mempunyai nilai yang jelas
di ketahui baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-
cirinya."

Asy-Syairazi dan Az-Zuhaili membagi syarat sahnya sewa menyewa

menjadi empat, yaitu:

1.

2.

Syarat penyelenggaraan
Syarat pelestarian
Syarat sah

Syarat tetap

Pada dasarnya kedua pendapat di atas sama, hanya saja pendapat

kedua. Membagi syarat sahnya sewa menyewa secara garis besar. Di pilih

pendapat kedua karena lebih ringkas, dan yang lebih jelasnya akan di

terangkan sebagai berikut :

1.

Syarat Penyelenggaraan :

Hendaknya pihak-pihak yang menyelenggarakan perjanjian sewa
menyewa itu harus berakal sehat, sehingga bisa terselenggaranya
persewaan. Sedangkan orang gila dan anak kecil yang belum pandai

(tamyi>z) tidak sah jika menjadi salah satu penyelenggara sewa menyewa.

¥ Sayid Sabiq, Figih Sunnah, h. 19-25
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Seseorang dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan
hukum, apabila telah sampai masa tamyi>z (kira-kira umur tujuh tahun),
yaitu telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal-hal
yang baik dan buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama
dapat menyadari perbedaan jenisnya.'*

2. Syarat Pelestarian : Meliputi hal-hal sebagai berikut :

e Adanya hak milik dan kekuasan. Sistem pemikiran dalam Islam
didasarkan prinsip bahwa tidak ada seorang yang memiliki suatu
benda kecuali yang menguasai dan dapat menggunakannya.'’

e Adanya manfaat yang bersifat tetap, manfaat adalah, segala faedah
atau kegunaan dari sesuatu benda kongkrit.'®

3. Syarat Sah Perjanjian Menyewa. Antara lain :

e Kerid}oan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Karena itu

tidak sah perjanjian sewa menyewa orang yang dipaksa. Sebagaimana

firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

a3 088 o ) Jlall 285 GO 1B U iale 0l Ll
Can |y o8 8 all) ) R80T ) S5 Uy 280 a5
Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

' Masduha Abdurrahman, Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Figh
Muamalah), h. 18

!5 Mahmudunnasir, Islam Konsepsi Dan Sejarahnya, h. 547

' Masduha Abdurrahman, Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Figh
Muamalah), h. 59
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suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu; seslléngguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadaMu".
e Hendaknya sesuatu yang disewakan dapat diserahkan berikut
penggunaannya atau manfaatnya. Maka tidak sah menyewakan
binatang yang hilang tidak dapat diserahkan, sebagaimana
memburuhkan orang untuk melakukan kemaksiatan, sebab
kemaksiatan itu meskipun bisa diserahkan untuk dikerjakan, namun
menurut ketentuan hukum tidak dapat diserahkan dari segi syara’
karena yang terlarang menurut hak syara’ adalah status hukumnya
secara hakiki.
e Hendaknya ongkos sewa memiliki nilai misalnya dengan mata uang,
serta dengan jumlah pembayaran yang jelas, misalnya lima juta rupiah.
e Manfaat yang diharapkan diketahui dengan pengetahuan untuk bisa
mencegah pertentangan dan persengketaan di kemudian hari dengan
jalan menjelaskan jangka waktunya, misalnya mulai menyewakan dan
akhir dari penarikan atau pengembalian, misalnya satu tahun : mulai
menyewa 1 Desember 2006 maka pengembaliannya 1 Desember 2007.
dan penggunaannya misalnya sawah untuk untuk ditanami padi.
e Menjelaskan tempatnya manfaat, jika seseorang mempunyai dua

bidang tanah lalu berkata kepada orang lain: aku menyewakan salah

'" Depaq, Al Qur'an dan Terjemahnya, h. 122
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satu dari area tanah yang ini kepadamu tanpa menentukan salah
satunya, maka persewaan semacam ini sah.
4. Syarat Tetapnya Perjanjian Sewa Menyewa. Di antaranya :

e Perjanjian sewa menyewa itu betul-betul s}aheh, sehingga tidaklah
perjanjian bisa dinilai tetap bila merupakan perjanjian yang batal.

e Hendaknya barang yang disewakan tersebut dapat dilihat oleh pihak
penyewa.

¢ Benda yang disewakan merupakan benda yang produktif yang bebas
dari terjadinya cacat yang bisa mengurangi kemanfaatannya. Sehingga
apabila seseorang penyewa kerbau untuk dibuat membajak sawah pada
suatu masa kemudian kemanfaatan, maka perjanjian persewaan itu

tidak dinilai tetap, dan bagi penyewa boleh membatalkannya.

D. Bentuk Sewa Menyewa Tanah Yang Diperbolehkan Dalam Islam
Islam memerintahkan kepada umat manusia untuk berusaha buat
dirinya, tidak hanya hidup semata, bermalas-malas bekerja, dan berdiam diri
tanpa berusaha, karena hal seperti itu tidak halal dilakukan bagi seorang

muslim. '

Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertebaran atau
berjalan di permukaan bumi sambil bekerja dan berusaha. Sebagaimana

firman Allah dalam surat al-Mulk : 15 :

'® Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, h. 167
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580 5 55 o 4 Ll (3 508 U5 (sl 280 (o 538 T

Artinya : "Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari

rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)

dibangkitkan".*®

Dalam berusaha dan bekerja, Islam memberikan kebebasan kepada

manusia, bentuk usaha dan bekerja itu bisa berupa jual beli, sewa menyewa

bercocok tanam serta wirausaha lain, namun harus dihindari dari usaha yang
bat}il. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa’ : 29

e 53 s o ) LG R W0 1 U Gl (G

Vo) 28 K all) &) &0 ) g8 0y o2&  yoal 55

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh gigrimu; sesungguhnya Allah

adalah Maha Penyayang kepadaMu™.

Apabila seorang muslim memiliki tanah yang produktif, maka dia
harus memanfaatkan tanah tersebut. Sebab Islam sama sekali tidak menyukai
terhadap orang yang mengosongkan atau tidak menggarap tanah yang
produktif tersebut. Sebab hal tersebut berarti menghilangkan nikmat dan

membuang harta.”’

' Depagq, Al Qur'an dan Terjemahnya, h. 956
2 1bid, h. 12
2! Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, h. 384
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Berusaha dan bekerja dalam bentuk sewa menyewa tanah garapan di
jaman Nabi Saw. sudah menjadi kebiasaan bagi para sahabat kala itu. Nabi
Saw. memperbolehkan sewa menyewa tanah apabila masing-masing pihak
mengambil kemanfaatannya, serta masing-masing pihak tidak merasa
dirugikan, sebagaimana Hadis\\ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari

Hanzalah Bin Qois sebagai berikut:

Lol (o) gd G @il Gl OB (o )lalV) (8 0 ALl (e
Uisoals Gl S L) 4 (LU ;O 505 il (=) oIS L
RUPICEN|NG PSS WO W A M A R S S PR R
Ll 05 BB 1 el 1o ol 138 Al s 138 Sl ¢ )3 e ST

AR AT SR A e ST R L S

“Diriwayatkan dari H{anz}alah Bin Qois Al-Anshari : saya bertanya kepada
Ra>fi" Bin Khodi>j r.a. tentang menyewakan tanah dengan uang emas dan
perak. Maka ia berkata : "Tidak apa-apa. Sesungguhnya pada masa
Rasulullah Saw. orang-orang bisa menyewakan tanah pada orang yang mau
menggarapnya (dengan pembibitan darinya) dengan ketentuan bagi hasil:
dari tanah subur di depan pengairan atau sebidang tertentu adalah bagian
pemilik tanah itu sendiri, sedangkan sisanya untuk penggarap tanah. Maka,
terkadang bagian orang ini (penggarap) rusak dan bagian orang ini (pemilik
tanah) subur, atau sebaliknya. Pada masa itu, hanya dengan cara
demikianlah berlaku sistem penyewaan tanah. Oleh karena itu, Rasulullah
Saw. Melarangnya. Adapun dengan jatah tertentu yang dapat dijamin,
hukumnya boleh. (HR. Muslim).?

Dan Hadis\ lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Rafi' bin

Khadij sebagaimana berikut :

JAT T+ U8 gnd 39 i) s (g U i o AL (e
01 i il e e Bl (0 (5K o35 250

> Mundiri, Muh}tas}ar S}ah}in} Muslim, h. 281
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Liig s el alayy ()l Cilla U’y (ia ) Sy Gllh Cilay Uadd
ey K5 Al (31 Candll Ll
"Dari Handalah bin Qois Al-Anshari mendengar bahwa Rafi' bin Khadij
berkata : kami adalah ahli madinah yang paling banyak ladangnya. Kami
biasa mempersewakan tanah dengan membagikan tanah kami dengan jumlah
yang telah ditentukan. Terkadang sayuran yang menjadi bagiannya terkena
penyakit, sedangkan sebagian yang lain selamat, dan begitu pula sebaliknya.
Maka Nabi Saw. melarang praktek ini. Pada waktu itu emas dan perak belum
digunakan (sebagai alat pembayaran sewa tanah). (Riwayat Bukhari).?®
Dari uraian tersebut, maka dapat diambil pengertian bahwa sewa
menyewa tanah garapan yang diperbolehkan dalam Islam adalah:
a) Tanah yang disewakan adalah tanah yang produktif
b) Sewa menyewa tanah garapan tersebut dengan ganti pembayaran yang

jelas. Misalnya dengan mata uang, emas atau perak.

¢) Benda yang disewakan harus maklum atau ditanggungkan

E. Bentuk Sewa Menyewa Yang Dilarang Dalam Islam
Adapun suatu bentuk muza>ra'ah yang sudah biasa di jaman Nabi.
Tetapi oleh beliau dilarangnya, karena terdapat unsur penipuan dan kesamaran
yang berakibat pada persengketaan dan pertentangan.
Banyak para sahabat yang memberikan persyaratan kepada orang yang
mengerjakan tanahnya, yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya dari hasil

tanah baik yang berupa takaran atau pun timbangan, sedang sisa dari pada

 Bukhari al-Ja'fi, S}ahih al-Bukha>ri, h. 68
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hasil itu untuk yang mengerjakan atau masih dibagi lagi. Maka tidak layak
kalau di satu pihak mendapat bagian tertentu, sedangkan pihak yang lain
tidak, padahal suatu tanah terkadang tidak menghasilkan lebih dari yang
ditentukan. Oleh karena itu, seharusnya masing-masing pihak mengambil
bagiannya itu dari hasil tanah dengan perbandingan yang sudah disetujui
bersama, jika hasilnya banyak, maka kedua pihak akan ikut merasakannya,
jika hasilnya sedikit maka kedua pihak akan mendapatkan bagian yang sedikit
pula.

Segolongan kecil fugaha' yang melarang persewaan tanah
dikemukakan oleh Tho>wu>s dan Abu> Baka>r Bin Abdur Rahman. Para
fugaha' tersebut berpendapat bahwa dilarangnya persewaan tanah itu karena
dimungkinkan bahwa tanaman tersebut akan tertimpa bencana, baik karena
kebakaran, terserang hama, kebanjiran atau kerusakan lainnya.*

Hal tersebut berdasarkan Hadis\ yang diriwayatkan dari Ra>fi' sebagai
berikut:

5 S GAAT (LS SUa 5 Jal ST 68 ; U6 4”0 [, i, 0
b Leih od o ATy o) in HAl Lijd cll oad g I Aadall oda Jsnd o)

Ay el Lm0
"Dari Rafi' RA berkata: kami adalah ahli madinah yang paling banyak
ladangnya. Lalu ia berkata : salah seorang dari kami menyewakan tanahnya
dan berkata : Bagilah ini untukku dan bagian ini untukmu, boleh jadi bagian

ini mengeluarkan hasil, sedangkan bagian yang lain tidak mengeluarkan
hasil. Karena itu nabi melarang mereka". (HR. Bukhori ).?

* Ibnu Rusyd, Bida>yatul Mujtahid, Jilid III, h. 64-66
** Bukhari al-Ja'fi, S}ah}ih} al-Bukha>ri, h. 69
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Dan Hadis\ yang diriwayatkan Ra>fi' bin Khadij sebagai berikut :

hﬁﬂlgbwr@wﬂdudwvﬂﬂﬁﬂeﬁdébﬁ
5y 08 L 8 L5 Uy LIS il 02 oy e 1l i 35
anle &) La ) sy Gled: JB 5 Tped g adle b La
skﬁéwgkuf%duﬁﬁéﬁunwmuu)Jd#&
JU (bl 1l Wahse 5l Pela®i L) O8 | ety 55 (e sl

AcUay Llew s adl)

"Diriwayatkan dari Ra>fi' bin Khadi>j r.a.: pamanku, Z}uhair bin Ra>fi',
berkata, Rasu>lullah Saw. Melarang kami melakukan suatu perbuatan yang
dahulu menjadi sumber pendapatan kami. Aku berkata, apa pun yang
dikatakan Rasu>lullah Saw. Adalah benar. la berkata, Rasu>lullah Saw.
memanggilku, dan bertanya, apa yang kamu lakukan dengan tanah
pertanianmu? Aku menjawab, kami menyewakan tanah kami yang didasarkan
(pada perjanjian) bahwa kami memperoleh hasil dari tanah pertanian yang
terdapat di sepanjang pinggir sungai sebagai sewa, atau (kami)
menyewakannya untuk beberapa wasq gandum dan kurma. Rasulullah Saw.
Bersabda, jangan dengan cara seperti itu, tetapi olahlah lahan pertanianmu
olehmu sendiri, atau biarkan lahanmu diolah orang lain dengan Cuma-Cuma,
atau biarkan tidak diolah. Aku berkata, kami dengar dan taat." (HR.
Bukhari).”®

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa
sewa menyewa tanah garapan yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah :

a. Benda yang disewakan tidak dimaklumkan dan ditanggung.

b. Bentuk pembayaran tanah yang tidak berketentuan.

F. Kewajiban Bagi Pemilik Tanah Dan Penyewa Terhadap Tanah

1. Kewajiban Bagi Pemilik Tanah

*% Bukhari al-Ja'fi, S}ah}ih} al-Bukha>ri, h. 71-72
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Syara' menetapkan bagi pemilik tanah pertanian atau tanah ladang
untuk memanfaatkan area tanahnya dengan mengelolah tanah tersebut dengan
kemampuan yang ada pada dirinya, seperti bercocok tanam, berladang, bertani
tambak atau lainnya.

Jika pemilik tanah tersebut tidak bisa mengelolahnya sendiri, Syara'
memperbolehkan menggunakan tenaga kerja orang lain dengan memberikan
imbalan berupa upah, pemilik tanah boleh pula menyewakan tanahnya untuk
tempat peristirahatan, tempat pengembalian ataupun untuk pertanian.

Pemilik tanah dapat memanfaatkan tanahnya dengan berbagai cara,
asalkan tidak bertentangan dengan hukum Syara'. Diantaranya adalah sebagai
berikut :

a. Diurus sendiri dengan ditanaminya tumbuh-tumbuhan atau ditaburi
dengan benih, kemudian diolah dan dipelihara, cara semacam ini adalah
merupakan cara yang terpuji, yang mana pemiliknya akan mendapat
pahala dari Allah SWT. Karena hasilnya bisa dimanfaatkan oleh manusia,
burung dan binatang lainnya. Kebanyakan sahabat as}ar adalah hidup
dengan cara bertani, mereka urus sendiri tanah-tanah mereka.*’

Usaha yang demikian ini merupakan perilaku terpuji dalam Islam, karena
pemilik tanah dapat memanfaatkan tanahnya guna memenuhi memenuhi
kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak

hanya menganjurkan pemiliknya pemiliknya untuk beribadah semata

" Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, h. 383
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untuk kepentingan akhiratnya, tetapi Islam juga menganjurkan pemiliknya

untuk bekerja dan berusaha untuk kepentingan hidup didunia.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Qashash ayat 77 sebagai
berikut :

L& paal s LGN (e Sliaead (8 U 5AT AN AT GG Lad &l

Cpndall St WAl &) o)l a S0 & Uy el Al (st

Artinya : "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu

melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah

berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan™.?®

b. Kalau pemilik tanah tidak mungkin dapat mengurusnya sendiri, maka
pemilik tanah bisa meminjamkan tanahnya kepada orang lain yang
mampu mengurusnya, dengan bantuan alat, bibit ataupun alat-alat lainnya
untuk mengelolah tanah tersebut, sedangkan pemilik tanah sama sekali
tidak mengambil hasilnya, cara semacam ini sangat dianjurkan dalam
Islam, sebagaimana Hadis\ yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin

Abdullah sebagai berikut :

SEANPPAY T SR BT RRVAS (RIS TS P S
o S5 0y ST LSl 42 5 (i A S (e

* Depagq, Al Qur'an dan Terjemahnya, h. 623
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"Dari Abu Hurairah RA berkata : Rasulullah SAW bersabda: Barang
siapa memiliki tanah, maka tanamilah atau berikan kepada kawanya,
janganlah dia menyewakannya™ (Riwayat Muslim).?

c. Dengan cara muza>ro'ah yaitu pemberian hasil untuk orang yang
mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkan seperti setengah,
sepertiga atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
(pemilik tanah dan penggarap).

Boleh pula dengan cara mukha>barah yaitu: sesuatu bentuk kerja sama
antara pemilik tanah dengan penggarap tanah, sedangkan benihnya dari
penggarap tanah.

Dan boleh pula dengan cara mu>sagah yaitu: mempekerjakan seseorang
memelihara dan menjaga kebun kurma atau anggur atau lainnya dengan
imbalan atau bagian yang ditentukan dari hasilnya.*

d. Pemilik tanah menyewakan tanahnya, yaitu pemilik tanah menyerahkan
tanahnya kepada orang lain yang sanggup mengurusnya (penyewa)
dengan suatu ganti pembayaran tertentu.”'

Sistem dalam memperoleh harta didasarkan atas prinsip bahwa
tidak seorang pun mempunyai hak memperoleh keuntungan atas
pengorbanan orang lain. Dan transaksi yang diizinkan hanyalah yang di

dalamnya kedua belah pihak saling menguntungkan dengan cara yang

% Mundiri, Muh}tas}ar S}yah}in} Muslim, h. 281
3% Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, h. 386
3! Ibid, h. 390



35

adil.”* Sehingga agar tidak menimbulkan pertikaian antara pemilik tanah
dengan penyewa di kemudian hari, maka di waktu mengadakan agad sewa
menyewa tanah, Islam mengatur secara jelas dalam masalah ini, baik
dalam masalah bermusyawarah, tawar menawar maupun pembayarannya.
Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut:
e Anjuran Bermusyawarah

Rasu>lullah Muhammad Saw. selalu mengajak para sahabat
bermusyawarah dalam banyak usaha, dan tidak ada satu pun yang
bermusyawarah. Kecuali mendapat petunjuk pada urusan mereka yang
paling baik. Anjuran bermusyawarah sebagaimana firman Allah dalam

surat Ash-Shu>ra : 38 yang berbunyi :

S AUy o'y 258 (575 b 5Ty SLELll |0y 21 1 A Gl

Artinya : "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka
menafkahkan sebagian dari rejeki yang Kami berikan kepada
mereka".*®

Dalam firman Allah yang lain sebagaimana berikut :

AT e ) sia®il] (8l Jade Wb Sl 201 Gl afl) (g 43, Lo
adll o U878 Slaie 10l 3 aA7) sy aed T yiailly agie Cacld
Ll Cand Al 3y

32 Mahmudunnasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, h. 465
3 Depag, Al Qur'an dan Terjemahnya, h. 789
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Artinya : "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya"
(Q.S. Ali Imron : 159).*

Ayat tersebut di atas menganjurkan kepada kita, bahwa dalam
mengerjakan segala urusan hendaklah bermusyawarah dahulu. Baik dalam
masalah sewa menyewa, jual beli, perkawinan dan lainnya.

e Tawar Menawar

Dalam melakukan tawar menawar harga sewa, kedua belah pihak
tidak boleh melakukan tindakan yang biasa menimbulkan kerugian
terhadap pihak lainnya. Sebaliknya kedua belah pihak harus bisa

menciptakan suasana rukun, tolong menolong dan bantu membantu.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Maidah : 2, sebagai berikut:

O Al 158l el Ty AN e ) 535l Wy (o788 Sl e | o3 glat
alaall a4l

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

* 1bid, h. 103
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Ayat di atas menjelaskan bahwa perintah tolong menolong dalam
mengerjakan kebaikan taqwa adalah pokok-pokok petunjuk sosial dalam
al-Qur'an, karena al-Qur'an mewajibkan kepada umat manusia agar saling
tolong menolong bantu membantu dalam mengerjakan apa saja yang
berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok. Baik dalam
perkara maupun dunia, juga dalam melakukan perbuatan tagwa. Yang
dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan tagwa yang
mengancam keselamatan mereka.”

e Agad

Agqad adalah suatu perikatan antara ija>b dan gabu>l dengan cara
yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat hukum pada
obyeknya.*®

lja>b gabu>l diadakan dengan maksud untuk menunjukkan
adanya suka-rela dan timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh
kedua belah pihak.

Agar ija>b gabu>l| benar-benar mempunyai akibat hukum, maka
diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut :

a. lja>b dan qabu>l harus dilakukan oleh orang yang sekurang-
kurangnya telah mencapai umur tamyi>z (kurang lebih tujuh tahun)

yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan.

3 Mustafa al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Juz VI, h. 86
¢ Masduha Abdurrahman, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Figih
Muamalah), h. 48
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b. [ja>b dan qabu>l harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan
obyek sosial.
¢. Ija>b dan qobu>l harus berhubungan langsung dengan suatu majelis,
apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya
dalam majelis diketahui ada ija>b oleh pihak yang tidak hadir.*’
Bentuk akad dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan, atau
isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ija>b dan
gabu>l, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan
dalam ija>b dan gabu>l.
e Pembayaran
Dalam Islam tidak ada nash yang secara jelas memerintahkan
untuk menulis harga sewa menyewa tanah, namun secara global al-Qur'an
memerintahkan untuk menuliskan apabila melakukan suatu perikatan,
sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah : 282 sebagai berikut:
5 58U Tl Jab ) (0 200 13 1 sl cpdl LalG
Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya".

Ayat di atas mengandung hikmah yang sangat besar bagi

ketenangan masyarakat bagi kedua belah pihak yang melakukan perikatan,

37 1bid, h. 49
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karena tulisan itu dapat menjadi bukti yang mengingatkan salah satu pihak
yang terkadang lupa.

Namun pada dasarnya kewajiban pemilik tanah setelah
mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan pihak penyewa adalah
sebagai berikut:

a. Pemilik tanah wajib menyerahkan tanahnya kepada penyewa tanah
b. Pemilik tanah mengambil tanahnya lagi bilamana masa sewa telah
habis
2. Kewajiban Bagi Penyewa Tanah

a. Hendaknya penyewa tanah menunaikan apa yang telah dijanjikan pada
pemilik tanah pada waktu ‘agad, sebab bila mana penyewa mengingkari
janjinya, maka menimbulkan pertikaian antara kedua pihak. Allah SWT
berfirman sebagai berikut:

(1 sLall) 2 58210 158l | il ) el

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu".

Islam dalam agama yang cinta damai mengajarkan kepada
pemeluknya untuk saling mengasihi dan tolong menolong sesamanya.
Oleh karenanya apabila di antara saudara-saudara kita yang bersengketa
dan Dberselisih, maka kita berkewajiban untuk mendamaikannya.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat al- Hujarat : 10 yang berbunyi :

e IR A 1 8 AT (8 AL EA) ( sherd L)
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Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'mi>n adalah bersaudara
karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan
bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat".

Dan Firman Allah yang lain, sebagai berikut:

- - g -

(55 & sluall) 1 dlgay (AT Al Sia (250’5 40 Gale (e agiad

Artinya : "Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu), ada
orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka
ada orang-orang yang menghalangi (manusia) beriman
kepadanya. Dan cukuplah (bagi mereka) Jahannam yang
menyala-nyala apinya".

b. Penyewa tanah berkewajiban untuk memanfaatkan tanah sewaan dengan
sebaik-baiknya, sesuai dengan penggunaan manfaat tanah yang telah
disepakati.

Perbuatan penyewa dalam mengelola dan memanfaatkan tanah
garapannya sangat terpuji dalam pandangan Islam. Sebagaimana Hadis\

yang telah diriwayatkan Jabir r.a. sebagai berikut :

L)ALA ej;a:gdc&\ém&l\d‘;w:)d\ﬁ d\ﬁ“/ h\u_a.a‘)}\;us
U 2 “f ) sl ek a8 J&LS o)y & 7ol Lje (e i ;JM

"Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah Saw. pernah bersabda,
akan dipandang melakukan sedekah, seorang muslim yang menabur benih
dan menanam pohon, kemudian manfaat diambil oleh manusia, burung-
burung, atau hewan lainnya. Tidaklah seorang muslim yang menanam
suatu tanaman atau menaburkan benih. Kemudian oleh manusia, burung
dan ternak kecuali mendapat sedekah baginya” (HR. Muslim).*®

3% Mundiri, Muh}tas}ar Syah}in} Muslim, h. 282-283
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Penyewa tanah berkewajiban menyerahkan kembali tanah sewanya kepada
pemilik tanah, bila masa sewa telah habis.

Berakhirnya masa persewaan mewajibkan penyewa
mengembalikan barang sewaannya, jika barang tersebut berbentuk barang
tidak bergerak, maka penyewa penyewa berkewajiban menyerahkan
kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) harta si penyewa.

Jika berbentuk tanah pertanian, maka penyewa wajib menyerahkan
dalam keadaan tidak bertanam, kecuali jika terdapat uzur, maka tanah itu
tetap berada di tangan penyewa sampai tiba masa panen, dengan
pembayaran serupa.’’

Jika barang sewaan (obyek sewa) itu berbentuk binatang. Maka
pekerjaannya harus sama atau menyerupai pekerjaan yang dahulu pada
saat binatang itu disewa pertama, sehingga tidak membahayakan binatang

sewaan tersebut.

% Sayyid Sabiq, Figih Sunah, h. 34



BAB 111
PRAKTEK SEWA SUNGAI KALIANYAR
DAN PEMANFAATANNYA DI DESA SUNGELEBAK

KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Dalam pembahasan bab ini, penulis akan memaparkan beberapa hal yang
berkaitan dengan situasi dan kondisi Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng
Kabupaten Lamongan, sebagai tempat obyek penelitian.
1. Keadaan Geografis
Desa Sungelebak merupakan salah satu dari Desa di Kecamatan
Karanggeneng Kabupaten Lamongan, tepatnya = 13 km di sebelah selatan
Kecamatan Karanggeneng, dan + 16 km di sebelah barat Kabupaten
Lamongan.
Daerah-daerah yang membatasi Desa Sungelebak adalah sebagaimana
berikut :
e Sebelah wutara dibatasi oleh Desa Kendal Kemlagi Kecamatan
Karanggeneng
e Sebelah selatan dibatasi oleh Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng
dan Desa Pucangro Kecamatan Kalitengah

e Sebelah barat dibatasi oleh Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran

43
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e Sebelah timur dibatasi oleh Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah
Luas wilayah Desa Sungelebak mempunyai areal tanah seluas 83,950
Ha. Dalam hal ini Desa Sungelebak memiliki 9 RW dan 21 RT, serta
mempunyai 2 dusun yaitu :
1. Dusun Simo
2. Dusun Sungelebak
Sedangkan mengenai luas wilayah untuk lebih jelasnya dapat kita lihat

dalam tabel berikut ini :

TABEL |

LUAS WILAYAH DESA SUNGELEBAK

No Penggunaan Luas (Ha)
1 | Perkampungan 13.970 Ha
2 | Sawah / Tambak 57.742 Ha
3 | Kas Desa 9.330 Ha
4 | Lapangan 0.300 Ha
5 | Perkantoran Pemerintah 0.200 Ha
6 | Lain-lain 2.408 Ha
Jumlah 83.950 Ha

Suber data : Profil Desa Desa Sungelebak Tahun 2008
Sebagai wilayah Indonesia yang beriklim tropis, demikian juga iklim

yang ada di wilayah Desa Sungelebak yang terdiri dari dua musim yaitu :
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musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan biasanya terjadi
pada bulan November sampai bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi
pada bulan Mei sampai bulan Oktober.

Pada musim penghujan sering terjadi banjir, karena Desa Sungelebak
merupakan daerah bonorowo dan bila musim panas sering terjadi kekeringan,
mengingat ketinggian dataran tanah di atas 0 s/d 0,2 m dari permukaan air laut

sedangkan suhu rata-rata harian adalah 20° C sampai 32° C.*

. Struktur Pemerintahan Desa Sungelebak

Secara struktural Desa Sungelebak dipimpin oleh seorang kepala Desa
(kades) yang dipilih oleh rakyat dengan jalan pemilihan secara umum dan
bebas.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang kepala Desa dibantu oleh
beberapa orang staf, serta sejumlah pamong Desa yang tidak tercantum dalam
struktur pemerintahan Desa karena merupakan pejabat fungsional yang ada di
Desa Sungelebak. Untuk susunan kelembagaan pemerintahan Desa dapat di

ketahui sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL Il

STRUKTUR PEMERINTAHAN

! Moh. Khudhori, Lamongan Dalam Angka, h. 2-3
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DESA SUNGELEBAK KECAMATAN KARANGGENENG

KEPALA DESA “ BPD

Sekretaris Desa

Kaur Kaur

Pemerintahan Umum
Kasi Kasi Ketentraman Kasi Sosial Kasi Ekonomi
Kesra dan Ketertiban Budaya dan Bangunan

3. Kondisi Demografis Penduduk
Penduduk Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten
Lamongan kebanyakan asli suku jawa menurut catatan kantor Desa tahun
2008 jumlah penduduknya 9.373 jiwa. Dengan perincian sebagai berikut :
e Jumlah Laki-laki 4532 jiwa
e Jumlah Perempuan 4841 jiwa
e Jumlah Kepala Keluarga 1874 KK
Dan semua penduduk tersebut berkewarganegaran Indonesia asli tidak

ada warga asing atau keturunan.
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4. Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan catatan yang terdapat di kantor Desa, dari seluruh jumlah
pnduduknya 100% adalah beragama Islam, hal ini menunjukkan bahwa agama
Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk sangat besar pengaruhnya
terhadap perikehidupan bermasyarakat. Sehingga corak dan tradisi budaya
yang dilatarbelakangi ajaran Islam ini paling menonjol dirasakan dalam
kegiatan kemasyarakatan mereka, hal ini dapat dilihat pada kegiatan yang ada.
Adapun kegiatan kemasyarakatannya yaitu ada yang bersifat harian,
mingguan, bulanan maupun tahunan.

Desa Sungelebak yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam juga
mempunyai fasilitas keagamaan yang cukup lengkap, hal ini terbukti dengan
dibangunnya 3 masjid dan 21 musholla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel 11 berikut :

TABEL 111

KOMPOSISI SARANA IBADAH

No Sarana Ibadah Jumlah
1 | Masjid 3
2 | Langgar / Mushollah 21

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sungelebak

mempunyai wadah kegiatan keagamaan yaitu Nahdhatul ‘Ulama (NU), yang
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mayoritas masyarakat mengikutinya. Dan ada juga sebagian kecil yang

mengikuti Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDI1).2

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Seperti pada umumnya masyarakat peDesaan, dalam memenuhi
kebutuhan mereka sehari-hari sangat bervariasi sesuai dengan minat dan
keahlian masing-masing. Demikian pula halnya pada masyarakat Desa
Sungelebak, mata pencaharian mereka sangat beragam, tetapi pertanian
merupakan mata pencaharian pokok mayoritas masyarakat, disamping itu
sebagian masyarakat yang lain mata pencahariannya adalah sebagai pedagang
(wiraswasta / pengusaha), pengrajin, pegawai negeri, TNI/POLRI, penjahit,

karyawan swata, tukang kayu, tukang batu, guru swasta serta profesional.
Kehidupan penduduk bergantung dari sektor pertanian, baik petani
pemilik, petani penyewa dan buruh tani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel IV berikut :

TABEL IV
JUMLAH PENDUDUK DESA SUNGELEBAK MENURUT

MATA PENCAHARIAN

2 Wawancara dengan bapak Munthaha Sholeh (Tokoh masyarakat). Pada tanggal 18 Juli 2009.



No Jenis Mata Pencaharian Jumlah Jiwa
1 | Petani 5.361
2 | Buruh tani 625
3 | Buruh / Swasta 50
4 | Pengrajin 3
5 | Pegawai Negeri 45
6 | Pedagang 214
7 | TNI/POLRI 15
8 | Guru Swasta 60
9 | Profesional 4

Jumlah 6.377

Sumber data : Profil Desa Sungelebak tahun 2008

6. Kondisi Sosial Pendidikan
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Masalah pendidikan memang tidak akan terlepas dari sarana dan

prasarana lembaga pendidikan yang ada, sarana pendidikan yang ada

merupakan tolak ukur bagi perkembangan pendidikan anak generasi yang

akan datang.

Sedangkan fasilitas yang ada di Desa Sungelebak dapat dilihat pada

tabel V berikut ini:

TABEL V

JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN
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DI DESA SUNGELEBAK

No Jenis Sarana Pendidikan Jumlah
1 | Taman Kanak-Kanak 2
2 | SD/ Sederajat 2
3 | SLTP/ Sederajat 3
4 | SLTA / Sederajat 3
5 | TPQ 5
Jumlah 15

Sumber data : Profil Desa Sungelebak tahun 2008

B. Paktek Sewa Menyewa Sungai Kalianyar
1. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Sewa Sungai Kalianyar

Sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional yaitu terciptanya
kesejahteraan bagi masyarakat, untuk itu pemerintah mencanangkan program
pembangunan secara menyeluruh mulai dari tingkat pusat sampai ketingkat
bawah. Untuk dapat tercapainya program pembangunan tersebut, pemerintah
Kabupaten Lamongan menginstruksikan kepada para pejabat mulai dari
tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa atau kelurahan untuk mendukung
program tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemerintah Desa Sungelebak
beserta jajarannya turut serta dalam mensukseskan program tersebut. Salah

satu instrumen penting dalam pembangunan adalah pendanaan, sumber-
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sumber pendanaan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun
berasal dari swadaya masyarakat sendiri.

Timbulnya praktek sewa sungai kalianyar di Desa Sungelebak
Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan oleh
pemerintah Desa setempat, dikarenakan adanya faktor kebutuhan pemerintah
Desa untuk mencukupi kebutuhan anggaran Desa. Karena cakupan wilayah
yang begitu luas dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, maka
pemerintah Desa membutuhkan perangkat Desa yang cukup banyak pula,
serta untuk mempercepat pembangunan Desa yang telah dicanangkan.
Sedangkan anggaran yang ada, baik Alokasi Dana Desa (ADD) dari
pemerintah maupun dari swadaya masyarakat sendiri masih belum mencukupi
untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut.

Maka dari sinilah pemerintah Desa berinisiatif mencari tambahan
untuk mencukupi kebutuhan anggaran Desa tersebut dengan jalan
menyewakan sejumlah aset Desa yang mempunyai nilai ekonomis kepada
masyarakat umum. Diantara aset Desa yang disewakan tersebut adalah sungai
kalianyar yang merupakan saluran irigasi untuk mengairi lahan persawahan
yang ada di Desa Sungelebak. Sungai yang dimiliki Desa Sungelebak berada
di sebelah barat, utara dan sebelah selatan Desa. Tetapi tidak semua sungai
milik Desa yang disewakan, melainkan sungai yang berada di sebelah selatan
Desa saja, sedangkan sungai yang ada disebelah utara dan sebelah barat Desa

Sungelebak tidak ikut serta disewakan.
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Adanya kesempatan yang diberikan pemerintah Desa kepada
masyarakat untuk mengelola sungai kalianyar, menjadikan sejumlah
masyarakat Desa Sungelebak berminat untuk memanfaatkan sungai kalianyar
tersebut, dengan jumlah banyaknya masyarakat yang berminat untuk
memanfaatkan sungai kalianyar tersebut dan panjang sungai kalianyar yang
hanya sekitar £ 3 km, maka tidak mungkin semua masyarakat yang berminat
dapat menyewa sungai kalianyar tersebut. Sehingga pemerintah Desa
menentukan siapa yang berhak untuk menyewa sungai kalianyar tersebut
dengan jalan lelang yang terbuka untuk umum.

Selain mendatangkan manfaat secara ekonomi dengan menyewakan
sungai kalianyar tersebut, manfaat lainnya adalah sungai kalianyar akan
menjadi bersih dari tumbuhan liar seperti enceng gondok dan sampah-sampah
lainnya, karena pihak penyewa akan merawat sungai kalianyar tersebut
dengan baik. 3

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Munthaha Shaleh, salah
seorang tokoh masyarakat Desa Sungelebak, sebagian besar masyarakat juga
tidak menolak atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa

Sungelebak tersebut, karena mereka menyadari sepenuhnya bahwasannya

2009

® Wawancara dengan Bapak Maftuh Histanto, Kepala Desa Sungelebak, pada tanggal 18 Juli
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kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan bersama yaitu mempercepat

pembangunan demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat luas.”

Proses Transaksi Sewa Sungai Kalianyar

Telah dijelaskan diatas, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak
menyewa sungai kalianyar, pemerintah Desa Sungelebak melakukan lelang
yang terbuka untuk umum. Sebelum proses lelang, pemerintah Desa akan
bermusyawarah membentuk panitia terlebih dahulu dalam hal ini kepala Desa
beserta stafnya, BPD serta para tokoh masyarakat Desa Sungelebak.
Kemudian dengan koordinasi bersama pemerintah Desa, panitia akan
membuat pengumuman baik melalui pamflet-pamflet, perangkat Desa
maupun melalui pengeras suara yang ada dikantor Desa mengenai waktu dan
tempat yang akan digunakan untuk proses lelang. Sehingga masyarakat akan
mengetahui kapan dan dimana akan diadakan lelang.

Tiba pada hari pelaksanaan lelang, panitia akan membuka pendaftaran
bagi masayarakat yang berminat untuk mengikuti lelang yang bertempat di
balai Desa setempat, dan lelang akan dimulai apabila peserta lelang dirasa
telah cukup.

Adapun proses lelang, dalam hal ini akan dipimpin oleh panitia yang
telah ditunjuk sebelumnya. Sistem yang digunakan lelang ini adalah lelang

terbuka dengan penawaran naik-naik, yaitu siapa diantara peserta lelang

* Wawancara dengan Bapak Munthaha Shaleh (Tokoh masyarakat). Pada tanggal 18 Juli 2009
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memberikan penawaran dengan harga tertinggi maka dia yang memenangkan
lelang dan berhak untuk menyewa sungai kalianyar.

Misalkan : panitia mengumumkan bahwa harga penawaran awal yang
ditetapkan adalah Rp. 1.000.000,- , kemudian si A sanggup menyewa dengan
harga yang ditawarkan tersebut, kemudian panitia lelang mengumumkan
barang siapa yang mau menawar lebih tinggi dari penawaran Rp. 1.000.000,-,
kemudian ada si B yang menawar dan sanggup menyewa dengan harga
1.250.000,-, kemudian panitia lelang akan mengumumkan lagi kepada peserta
lelang, barang siapa yang mau menawar lebih tinggi dari harga penawaran
1.250.000,-, kemudian ada si C yang menawar dan sanggup menyewa dengan
harga 1.500.000,- kemudian panitia lelang akan mengumumkan lagi kepada
peserta lelang, barang siapa yang mau menawar lebih tinggi dari harga
penawaran 1.500.000,-. Apabila sudah tidak ada peserta lelang yang mau
menawar dengan harga yang lebih tinggi dari harga penawaran 1.500.000,-
maka si C yang memenangkan lelang dan berhak untuk menyewa sungai
kalianyar, tapi Apabila masih ada peserta lelang yang menawar lebih tinggi
lagi, maka proses lelang akan terus berlanjut seperti diatas sampai sudah tidak
ada yang menawar lagi.

Setelah proses lelang selesai dilaksanakan, maka para pihak yang
terkait akan bertemu untuk melakukan serah terima serta membuat surat
perjanjian sewa sungai diantaranya, Kepala Desa beserta stafnya, Panitia

lelang, serta pemenang lelang sebagai pihak yang akan menyewa sungai
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kalianyar, disaksikan oleh masyarakat yang ada di balai Desa pada waktu

tersebut. ®

3. Proses Pembayaran

Setelah proses transaksi sewa sungai kalianyar tersebut diatas, maka
masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban diantaranya hak dari
pemerintah Desa selaku pihak yang menyewakan akan memperoleh
pembayaran yang telah disepakati pada waktu lelang oleh pihak penyewa
yang merupakan kewajiban dari pihak penyewa. Berdasarkan hasil
wawancara, cara pembayaran yang dilakukan dalam sewa sungai kalianyar di
Desa Sungelebak, dilakukan setelah proses penandatangan surat perjanjian
dan pembayarannya dalam bentuk uang. Serta mereka menggunakan bukti
pembayaran yang ditulis di atas kertas bukti pembayaran (kwitansi), baik

mengenai tentang harga dan masa sewa.®

C. Cara Pemanfaatan Sungai Kalianyar
Sedangkan penyewa setelah melaksanakan kewajibannya, yaitu
membayar uang sewa, maka penyewa akan mendapatkan hak untuk
memanfaatkan sungai kalianyar yang telah ditentukan pada waktu transaksi

selama satu tahun. Karena sungai merupakan lahan yang dialiri air, maka

® Wawancara dengan Bapak Khoirul, panitia lelang, pada tanggal 19 Juli 2009
® Wawancara dengan Bapak Maftuh Histanto,
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salah satu cara pemanfaatan lahan yang paling sesuai dengan media air yaitu
dengan menebar benih ikan dan memeliharanya sampai siap untuk dipanen.
Disanping itu daerah sekitar sungai kalianyar merupakan daerah yang juga
memanfaatkan media air untuk berusaha yaitu daerah tambak.

Untuk dapat menebar benih ikan di sungai kalianyar, penyewa sungai
kalianyar terlebih dahulu membersihkan sungai dari rumput-rumput liar dan
memberi pembatas yang mampu untuk menahan ikan yang ada di sungai
kalianyar agar tidak keluar dari batas sungai kalianyar yang telah disewa serta
pembatas tersebut tidak menghalangi jalannya aliran air. Selain itu penyewa
juga berkewajiban untuk menjaga sungai kalianyar agar tetap bersih dari

kotoran-kotoran yang dapat menghalangi jalannya air.”

" Wawancara dengan Bapak Suyoto, penyewa sungai, pada tanggal 19 Juli 2009



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA SUNGAI
KALIANYAR DAN PEMANFAATANNYA DI DESA
SUNGELEBAK KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN

LAMONGAN

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Sewa Sungai Kalianyar dan
Pemanfaatannya.

Dalam bab sebelumnya telah penulis paparkan tentang latar belakang
pemerintah Desa Sungelebak menyewakan aset Desa yang berupa sungai
kalianyar, yakni untuk mempercepat pembangunan yang sudah dicanangkan oleh
pemerintah, serta untuk dapat mencukupi kebutuhan anggaran Desa yang
merupakan bagian penting dari pembangunan dan penggerak roda pemerintahan
Desa, sehingga pemerintahan Desa akan berjalan dengan lancar untuk
menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sungai merupakan lahan milik masyarakat umum, semua bisa
memanfaatkannya, tetapi tidak bisa dimiliki oleh perorangan yang penguasaannya
berada dibawah kendali pemerintah. Begitu juga sungai kalianyar yang ada di
Desa Sungelebak merupakan sungai milik Desa yang berfungsi untuk saluran
irigasi bagi lahan persawahan dan pengelolaanya berada dibawah kendali

pemerintah Desa setempat.
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Dalam Islam mengajarkan bahwa harta benda milik umum berfungsi
sosial, hal ini berarti bahwa kepentingan masyarakat banyak harus didahulukan.
Dalam hal ini pemimpin yang mempunyai hak untuk mengelola dan
memanfaatkan harta benda milik umum5 181ntuk kepentingan masyarakat banyak.'

Begitu pula pemerintah Desa Sungelebak yang merupakan pemimpin di
Desa tersebut mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta benda
milik umum yang berada dalam tanggung jawabnya.

Terdapat kaidah fighiyah yang menyatakan bahwa :

Tl Lt 1l (e ()

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan
kemaslahatan.?

Dengan demikian, pemimpin dan seluruh perangkatnya dalam
mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kebaikan, aparat
pemeruntah tidak diperkenankan mengambil sebuah kebijakan berdasarkan satu
pertimbangan saja melainkan harus dengan berbagi pertimbangan yang matang.

Berkaitan dengan aset-aset negara, pemerintah berkewajiban untuk
mengelola aset tersebut secara maksimal, menjaganya dengan baik dan
mengalokasikannya secara tepat dan terarah demi kemaslahatan bersama’

Mengenai sungai yang merupakan aset Desa yang diserahkan

pengelolaanya kepada perseorangan, para ulama’ madzhab hanafiyah berpendapat

! Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, h. 49.
2 Abdurrahman as-Suyuthi, al-Asybah wa Nazair, h. 158
3 Abdul Hagq, et al, Formulasi Nalar Figh, jilid II, h. 76
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bahwasanya menyerahkan pengelolaan sungai kepada perorangan hasilnya harus
dimasukkan ke baitul m||a>l, karena sungai merupakan harta benda yang
bermanfaat bagi masyarakat umum.*

Dalam us}ul figh terdapat prinsip al-mas}lah}ah al-mursalah, yakni
kemaslahatan yang tidak disyari’atkan oleh syar’i dalam wujud hukum dalam
rangka menciptakan kemaslahatan disamping tidak terdapat dalil yang
membenarkan atau menyalahkan.’|| Berdasarkan pengertian tersebut diatas,
pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan
untuk mencari kemaslahatan manusia.

Juga terdapat prinsip al-‘Urf yakni apa-apa yang telah dibiasakan oleh
masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun
perbuatan, dalam hal ini al-‘Urf yang s}ah}ih} yaitu adat kebiasaan yang
dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak
menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal serta menjadikan
mas}lahah bagi semua orang.’

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggaris bawahi, bahwasanya
kebijakan menyewakan sungai kalianyar yang dilakukan oleh pemerintah Desa
Sungelebak tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum Islam karena
kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yakni

mempercepat pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat banyak.

4 Syaikh Mahmud Abu Dagiqoh, al-lkhtiya>ru lita’lili al-Mukhta>r,, h. 72-73
> Miftahul Arifin, A. Faishal Hag, Ushul Figh, h. 142
% Ibid, h. 147
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Dalam hal menyewakan sungai kalianyar ini, pemerintah Desa
Sungelebak mengunakan cara lelang, cara ini dipakai karena yang berminat untuk
menyewa sungai kalianyar cukup banyak, serta untuk mendapatkan harga yang
sesuai dengan nilai sungai yang disewakan tersebut. Sistem yang digunakan
lelang ini adalah lelang terbuka dengan penawaran naik-naik, yaitu siapa diantara
peserta lelang memberikan penawaran dengan harga tertinggi maka dia yang
memenangkan lelang dan berhak untuk menyewa sungai kalianyar.

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang atau jasa
yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad Bai’
Muzayadah. Praktik lelang (muzayadah) dalam bentuknya yang sederhana pernah
dilakukan oleh Nabi saw. Seperti Hadis\ yang diriwayakan oleh Abu Daud berikut
ini.

U A WLy ale & Gl 8 Al e ST B Gl o ol e
e 438 5y A LT ”~°'umwx;;55dugw¢u@w
U8y ooty 2Ly A3l ) (L i (7307, Gh i Uags 21808 Loy 0 8 5L
S O pa e Gle 30 e DB ad e LART G a0y JB oo (5 55 U
Callely ciadt,all 320y 2 Lallhel oid,a LhT O Ja), J6 G
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Dari Anas bin Malik : Ketika didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan
anshar meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya: ““Apakah di rumahmu
ada suatu aset/barang?” la menjawab ya ada, sebuah hils (kain usang) yang
kami pakai sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah qi’b (cangkir besar dari
kayu) yang kami pakai minum air. Lalu beliau menyuruhnya mengambil kedua
barang tersebut. Ketika ia menyerahkannya kepada Nabi, beliau mengambilnya
lalu menawarkannya: “Siapakah yang berminat membeli kedua barang ini?”
Lalu seseorang menawar keduanya dengan harga satu dirham. Maka beliau
mulai meningkatkan penawarannya: ““Siapakah yang mau menambahkannya lagi
dengan satu dirham?”” lalu berkatalah penawar lain: ““Saya membelinya dengan
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harga dua dirham” Kemudian Nabi menyerahkan barang tersebut kepadanya dan
memberikan dua dirham hasil lelang kepada sahabat anshar tadi.(HR.Abu
Dawud).’

Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar dan lainnya meriwayatkan adanya ijma’
(kesepakatan) ulama tentang bolehnya jual-beli barang atau jasa secara lelang
bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu.
Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena
umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli barang
atau jasa. Pendapat ini dianut seluruh madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’l dan
Hanbali serta Dzahiri. Meskipun sebenarnya ada sebagian kecil ulama yang
keberatan seperti An-Nakha’i, dan Al-Auza’i.®

Setelah memperhatikan keterangan tersebut di atas, bahwa cara
penawaran harga sewa sungai kalianyar dengan cara lelang yang dilakukan oleh
pemerintah Desa Sungelebak dengan pihak penyewa tidaklah bertentangan
dengan syari'at Islam, justru Islam sangat menekankan pada pemeluknya agar
hidup tolong menolong, damai dan tidak mempersulit keadaan, sehingga
terciptalah suasana yang rukun di antara kedua pihak di dalam hidup
bermasyarakat.

Aqad sewa sungai kalianyar yang dilakukan oleh pemerintah Desa
Sungelebak dengan penyewa dengan menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu

bahasa jawa atau bahasa Indonesia dengan disaksikan Kepala Desa beserta

7 Sulaiman bin al-Asy’ats, Sunan Abu Dawud, juz II, h. 100.
¥ Ibnu Rusyd, Bida>yatul Mujtahid, Juz II, h. 165
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stafnya, Panitia lelang, serta pemenang lelang sebagai pihak yang akan menyewa
sungai .

Ungkapan 'aqad sewa sungai tersebut misalnya "saya sewakan sungai ini
kepadamu selama satu tahun”. lalu diqobulkan oleh orang yang menyewa
tersebut. Dengan demikian, maka terwujudlah suatu 'agad, serta memperoleh
hukumnya di waktu itu juga.

Dalam hal ini berlaku kaidah :

Ay JEGIL U Ry aalilly 3kl 3 4l

Artinya :
"Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan
ma'na, bukan lafaz} dan bentuk formal (ucapan)."®
Adapun persaksian yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa tersebut
sewaktu kedua belah pihak melangsungkan ‘'agad-nya. Diharapkan tidak terjadi
perselisihan, saling mencurigai yang dimungkinkan timbul di hari-hari
berikutnya. Sehingga suasana hidup bermasyarakat di peDesaan terjalin dengan
rukun dan tenang, terutama bagi kedua belah pihak.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas bahwa cara melakukan ‘agad
sewa sungai kalianyar yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sungelebak, tidaklah

menyimpang dan tidak pula bertentangan dengan dasar dan prinsip hukum Islam.

? Rachmat Syafe'l, Ilmu Ushul Figih, h. 138
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Dengan cara 'agad yang semacam ini, kekerasan di masyarakat semakin
berkurang dan dapat menenangkan suasana Desa. Sehingga cara yang semacam
ini tersebut dilaksanakan sampai sekarang.

Dalam bab III telah penulis jelaskan, apabila pemeritah Desa Sungelebak
dan penyewa sudah sepakat untuk melaksanakan 'agad sewa sungai, maka
keduanya harus mengungkapkan serah terima (ija>b gobu>l) dengan disaksikan
oleh aparat pemerintah Desa.

Walaupun tidak ada nash secara tegas yang memerintahkan untuk
menulis pembayaran harga sewa menyewa sungai, namun mengandung hikmah
dan masalah yang sangat besar bagi ketenangan masyarakat terutama bagi kedua
belah pihak yang melakukan sewa-menyewa. Sebagaimana Firman Allah dalam
surat al-Baqgarah ayat 282 yang berbunyi :

e SEPATAN AU O T S N ARG [

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu amalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya".*?

Hikmah perintah ini ialah untuk kebaikan di antara kedua belah pihak,
karena tulisan itu dapat menjadi bukti (bayyinah) yang mengingatkan salah satu
pihak yang terkadang lupa.

Dengan demikian tidak ada salahnya, pembayaran sewa sungai

dibuktikan dalam bentuk tulisan di atas kertas bukti pembayaran (kwitansi) serta

' Depag, Al Qur'an dan Terjemahnya,. h. 70
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disaksikan oleh aparat pemerintah Desa, karena hal seperti ini menghindari dari
kemafsadatan atau hal-hal yang tidak kita inginkan.
Dalam kaidah ushul dikatakan :
Al LI Al 573
Artinya :
’Menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan"."*

Cara semacam ini dalam tinjauan hukum Islam merupakan cara yang
tepat, baik bermuamalah dalam bentuk sewa menyewa maupun bermuamalah
dalam bentuk lainnya.

Pada dasarnya semua kegiatan muamalah diperbolehkan oleh syari'at
Islam selama tidak menyimpang dari pokok dan prinsip peraturan muamalah,
sehingga diperbolehkan menggunakan hukum adat untuk dijadikan dasar
pelaksanaan. Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan pokok dan prinsip-
prinsip ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan fleksibilitas dan semangat hukum
Islam, sehingga menimbulkan kesan yang teramat baik bagi manusia.

Kalau dilihat dari keterangan di atas, maka cara pelaksanaan pembayaran
sewa sungai kalianyar di Desa Sungelebak, tidaklah bertentangan dan tidak pula
menyimpang dari aturan-aturan pokok yang ada, sebab hal tersebut juga
dilaksanakan dengan suka rela yang dapat dilihat pada waktu kedua belah pihak

melakukan aqad dan pembayaran harga sewa yang telah disepakati bersama.

" Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah llmu Figih , h. 10
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Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, bahwa
penyewa memanfaatkan sungai kalianyar tersebut dengan cara menebar benih
ikan untuk dipelihara karena usaha yang sesuai dengan media air yaitu dengan
cara memelihara ikan.

Dalam Islam, sewa-menyewa merupakan pemindahan hak atas manfaat,
dan pemanfaatan barang yang disewa tidak boleh bertentangan dengan Islam dan
tidak merugikan kepentingan orang lain.'*

Perbuatan penyewa dalam mengelola dan memanfaatkan tanah
garapannya sangat terpuji dalam pandangan Islam, Sebagaimana Hadis\ yang

telah diriwayatkan Jabir r.a. sebagai berikut :

oLk e e Wy 4l il Bl (100 U6 : J8 ke ) o) e
A A1 L U A ol ) T Ty Ak (3808 LS5 0500 LT (e yid

48N a

"Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah Saw. pernah bersabda, akan
dipandang melakukan sedekah, seorang muslim yang menabur benih dan
menanam pohon, kemudian manfaat diambil oleh manusia, burung-burung, atau
hewan lainnya. Tidaklah seorang muslim yang menanam suatu tanaman atau
menaburkan benih. Kemudian oleh manusia, burung dan ternak kecuali mendapat
sedekah baginya" (HR. Muslim)."?

Apabila seorang muslim memiliki tanah yang produktif, maka dia harus

memanfaatkan tanah tersebut. Sebab Islam sama sekali tidak menyukai terhadap

12 Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, h. 53.
'3 Mundiri, Muh}tas}ar S}ah}ih} Muslim, h. 282-283



67

orang yang mengosongkan atau tidak menggarap tanah yang produktif tersebut.
Sebab hal tersebut berarti menghilangkan nikmat dan membuang harta."*
Sehingga pemanfaatan sungai kalianyar dengan jalan menebar benih ikan
dan memeliharanya merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan lahan agar
tidak sia-sia. Hal ini tidaklah bertentangan dengan Islam, karena memelihara ikan
tidaklah merugikan orang lain, tetapi lebih dianjurkan karena akan mendatangkan

manfaat baik bagi penyewa maupun masyarakat banyak.

4 Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, h. 384



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses sewa sungai Kalianyar yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yaitu dengan
cara lelang yang terbuka untuk umum dengan penawaran naik-naik.

2. Penyewa memanfaatkan sungai Kalianyar yang disewa dengan cara menebar
benih ikan dan memeliharanya, karena merupakan salah satu cara yang paling
sesuai untuk memanfaatkan lahan yang berupa sungai.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap sewa sungai Kalianyar dan pemanfaatannya
di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan adalah
bahwasannya praktek tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum Islam,
dalam ushul figh terdapat prinsip al-mas}lah}ah al-mursalah, berdasarkan
prinsip tersebut bahwa pembentukan hukum untuk kemaslahatan manusia,
sehingga kebijakan menyewakan sungai untuk kemaslahatan masyarakat
banyak tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Memanfaatkan lahan agar menjadi lebih produktif dalam Islam sangat

dianjurkan, hal ini juga dilakukan oleh orang yang menyewa sungai kalianyar
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di Desa Sungelebak, yakni dengan memelihara ikan di sungai kalianyar
tersebut.
B. Saran-saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka
selanjutnya diajukan beberapa saran yang diharapkan akan memberikan manfaat
bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Diharapkan bagi pemerintah Desa Sungelebak beserta masyarakat lebih
meningkatkan  kerjasama untuk dapat mempercepat pembangunan demi
terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

2. Hendaknya pemerintah Desa Sungelebak membuat terobosan menyangkut
cara-cara pemanfaatan sungai Kalianyar yang lebih variatif, yang bisa
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sccara umum, sehingga kesejahteraan

masyarakat akan tercapai.
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